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PENUTUP

1.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1

5.1.2

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan
rekonstruksi fasilitas umum pascabanjir lahar dingin dimulai
dengan inventarisasi kerusakan fasilitas umum oleh dinas
PUPR, dan BPBD sebagai koordinator perencanaan pemulihan dan
pembangunan bekerja sama dengan OPD lainnya. Selanjutnya
Pemerintah Tanah Datar menentukan skala prioritas pemulihan,
seperti yang telah direalisasikan pemerintah akhirnya
mengutamakan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat
terdampak dan pembangunan jembatan, baik yang permanen atau
jembatan sementara.

Hambatan pada rekonstruksi fasilitas umum pascabencana di
Kabupaten Tanah Datar yaitu daerah yang terdampak bencana
cukup luas yang tersebar di beberapa kecamatan. Kerusakan yang
terjadi mencakup jembatan, tempat ibadah, jalan, irigasi, serta
fasilitas kesehatan dan pendidikan. Medan yang sulit serta cuaca
yang tidak mendukung, menyulitkan proses pembersihan dan
pembangunan. Terbatasnya alat berat dan minimnya biaya juga
menjadi menjadi kendala yang sangat berpengaruh hingga
sekarang. Selain  itu, miskomunikasi pemerintah dengan
masyarakat hingga konflik lahan menandakan kurangnya
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Kewenangan dan birokrasi yang rumit menyebabkan perlunya

koordinasi antar lembaga pemerintahan.
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5.1.3 Pada proses rekonstruksi fasilitas umum pascabanjir lahar dingin
tahun 2024, pemerintah sudah berhasil mempersiapkan sebuah
aturan yang mengatur semua hal tentang penanggulangan bencana
sesuai dengan siyasah tasyri’iyah. Namun dalam proses
pelaksanaannya masih banyak terdapat ketidaksempurnaan, hal ini
berkaitan dengan siyasah tanfidzyah. Pemerintah dinilai tidak
terbuka dalam diskusi mengenai pembangunan perumahan
terpadu dan kurang maksimal dalam melakukan percepatan
pemulihan pascabencana, karena masih banyak fasilitas penting
yang rusak. Hal ini bertentangan dengan aturan yang ada dan
prinsip siyasah. Siyasah idariyah berperan sentral pada lintas
instansi bencana yang mengatur administrasi pemerintahan secara
efisien, pengelolaan administrasi terpadu, hishah/ pengawasan dan
maslahah melalui koordinasi dan sinkronisasi.

5.2 Saran
Pada penelitian ini beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

5.2.1 Bagi Pemerintah
Diharapkan pemerintah yang berwenang untuk segera mempercepat

pemulihan pascabencana, terkhusus fasilitas umum. Agar kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih seperti semula.
Kepada pemerintah provinsi yang berwenang atas perbaikan jalan
dan jembatan provinsi yang berada di daerah Kabupaten Tanah Datar
agar segera melaksanakan perbaikan. Masyarakat sangat terganggu
akibat kerusakan jalan dan jembatan yang menghubungkan
Kabupaten dan Kota. Pemerintah juga perlu mencegah resiko
terulangnya bencana banjir besar, sebab perbaikan infrastruktur akan
menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan upaya pencegahan bencana
serta pemeliharaan lingkungan. Pemerintah kedepannya juga perlu
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau
kebijakan, karena merekalah yang akan merasakan dan

menerapkannya di kemudian hari.
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5.2.2 Bagi masyarakat
Diharapkan untuk masyarakat agar lebih mengerti dan memahami
mengenai prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabanjir bandang ini. Dikarenakan banyaknya tahapan kendala
yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik itu dari perencanaan,
teknis, ataupun pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat harus
membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan dengan tidak

melakukan penebangan liar dan penambangan ilegal.
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